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PEDOMAN TRANSLITERAST ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987,
No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No. Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

1. | Alif 3 tidak dilambangkan
2. — Ba' b be

3 o Ta' t te

4 - Sa’ S es (dengan titik di atas)
5. a Jim j je

6 C Ha’ h ha (dengan titik bawah)
7. C Kha’ kh ka dan ha

8. A Dal d de

9. 2 Zal z zet (dengan titik di atas)
10. 2 Ra’ r er

11. J Zai z zet

12. A Sin S Es

13. U:‘ Syin sy es dan ye

14. o Sad $ es (dengan titik bawah)
15. U= Dad d de (dengan titik di bawah)
16. L Ta’ t te (dengan titik di bawah)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

8, s ditulis muta’ aqqidain

[ 00 b

L G-

 C » C.

4

Za’
Ain’
Gain’
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Wau
Ha’
Hamzah

Ya’

3. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila'mati atau mendapat harakat sukun, ditulisth

4.8 ditulis hibah

zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik ke atas

ge

ef

ki

ka

el
em

en

we

ha

apostrof

Ye

b. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammabh, ditulis t

- &) daxd gitulis ni’matullah

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah, ditulis h
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4. Vokal

- - (fathah) ditulis a S = kataba
- (kasrah) ditulisI SY = zukira

Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

S =ai &S =Laifa
3 _7 __=au ‘Jﬁ = haula

Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol —

contohnya : Jé - qala
d,-.\s = gila

J _93.4 = yaqilu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

e:\-‘ﬁ ditulis a’antum
e ditulis w’iddat

a S AT itulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis al-
A ditulis al-jalal

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

O )M ditulis ar-rahman
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7. Huruf besar
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi
dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

d}-\' ,)“ MUV LAJ ditulis Wa ma Muhammadun illa ar-Rasul

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut

pengucapannya atau penulisannya.

wa s Al s 93 ditlis zawi al-furud
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ABSTRAK
STUDI PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY TENTANG DEMOKRASI

Hubungan antara Islam dan Demokrasi merupakan wacana pemikiran yang
berkembang dan selalu aktual mengisi kehidupan bernegara. Fenomena ini menarik
respon positif-aktif para sarjana-sarjana Islam di seluruh pelosok dunia, termasuk
Indonesia. Hal ini terbukti dengan proses tarik ulur yang berkepanjangan di antara
mereka dalam menentukan komposisi yang sesuai, tentang hubungan antara Islam
dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu
diantara mereka adalah Bahtiar Effendy, beliau merupakan salah satu tokoh
Intelektual ~ Muslim dan pembaharu dalam perkembangan pemikiran Islam
khususnya di Indonesia.

Dalam penelitian tentang demokrasi (Studi Pemikiran Bahtiar Effendy
tentang Demokrasi), haruslah diperlukan penjelasan substansi permasalahan dengan
mendeskripsikan pemikiran Bahtiar Effendy, dengan demikian mendeskripsikan
pemikiran Bahtiar Effendy haruslah diperlukan penelaahan terhadap karya-karyanya
dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini penyusun
menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengetahui pengaruh-pengaruh
terhadap pemikiran Bahtiar Effendy. Hal ini digunakan karena untuk mencari
obyektifitas penelitian. Sedangkan untuk menguji relevansi pemikiran Bahtiar
Effendy penyusun menggunakan teori-teori Figh Siyasah.

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penulis berkesimpulan bahwa
corak pemikiran Bahtiar Effendy bermula dari pemikiran yang rasionalistik dan
realistis. la secara tegas, menerima demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah
sistem pemerintahan atau negara, hal ini didasarkan pada suatu asumsi, bahwa
demokrasi merupakan suatu sistem yang paling rasional dan realistis yang
memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosial dan politik yang adil, egaliter,
manusiawi, toleransi dan terbuka sebagaimana Islam mencita-citakannya. Mengenai
hubungan Islam dan demokrasi Bahtiar Effendy memandang kompatibilitas Islam
dan demokrasi sendiri terlihat dengan adanya prinsip-prinsip dasar Islam yang
mengatur tentang “prinsip. (kesamaan,” musyawarah | dan Tkeadilan, Prinsip ini
merupakan hal yang inheren dalam konsekuensi logis dari penafsiran doktrin agama
yang transformatif.

Sedangkan relevansinya “terhadap’ sistenr ketatanegaraan ‘Indonesia terdapat
suatu relevansi pemikiran-Bahtiar Effendy secara tampak-daninyata serta rasional
dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan bermusyawarah yang dilakukan
dengan saling dialog dalam membuat kesepakatan atas pemecahan-pemecahan
masalah. Saling dialog atau musyawarah oleh Bahtiar Effendy berarti secara akal
sehat (rasional) berarti terjamin adanya kebebasan berpendapat dan kritik dengan
saling tolereansi dan mempertahankan hak individu dalam kerangka saling percaya
mempercayai.

xii
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal abad ke-20, pasca perang dunia kedua, demokrasi telah
menjadi sesuatu yang universal. Bahkan dijadikan sebagai simbol peradaban
modern bagi hampir semua negara di dunia, khususnya negara-negara Barat.
Dengan mendunianya demokrasi ini, seolah-olah ada semacam kewajiban yang
tidak tertulis bagi setiap negara di dunia ini untuk menjadikan demokrasi sebagai
asas dalam format politik yang dimilikinya.' Oleh sebab itulah, hampir semua
negara dari belahan dunia bagian barat sampai belahan dunia bagian timur yang
nota benenya adalah dunia Islam. menampilkan sosok demokrasi sebagai asas
kenegaraannya.

Eksistensi demokrasi yang hadir dalam konteks modern ini telah mampu
menjadi suatu yang melebihi jati dirinya yang asli. Keberadaannya seolah-olah
merupakan ‘sesuatu- yang universal dan tidak kedap .dari nuansa sosio-historis.
Akan tetapi, di sisi lain keberadaannya sering diimpor dan dipaksakan untuk
diaktualisasikan dan diterapkan di berbagai negara lain yang memiliki tradisi dan
budaya yang sama sekali berbeda dengan tempat di mana faham demokrasi itu

dilahirkan.?

! Ipong. S. Azhar, "Demokrasi, Hukum dan Perlindungan HAM," Media Indonesia, tahun
1996, him. 1.

2 M. Alfatih Surya Dilaga, “Islam dan Demokrasi; Studi atas Dasar Ideal, Pemikiran dan
Realitas-Empirik Islam”, asy-Syir’ah, Vol. 36, (No. 1, th. 2002), him. 53-54,

|
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)



Sebagai salah satu alasan pentingnya implementasi paham demokrasi
dalam suatu negara adalah terjaminnya hak-hak rakyat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dann bernegara. Kaitannya dengan hal ini, rakyat
mempunyai hak untuk menentukan arah perjalanan organisasi negaranya tanpa
ada paksaan atau tekanan dari pihak lain (penguasa).®

Peranan yang demikian besar yang dimiliki oleh rakyat sebagai haknya
tersebut adalah suatu keharusan dalam sebuah negara yang menganut sistem
demokrasi. Sebab negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, karena kekuasaan tertinggi
(kedaulatan) adalah berada di tangan rakyat itu sendiri.*

Isu demokrasi yang demikian gencar yang ditandai dengan besarnya
peranan negara-negara barat seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat
(vang sudah sekian lama mengenal dan menerapkannya dalam praktek
kenegaraannya), mereka mengkampanyekan paham demokrasi di seluruh dunia,
khususnya kepada negara-negara bagian timur yang nota bene-nya adalah negara
Islam.’

Berkaitan dengan isu-isu penting yang berkembang di era modern yang
telah dilontarkan oleh™ negarasnegara Barat, | jseperti dalam hal ini adalah
demokrasi, telah terjadi perbedaan pendapat di berbagai kalangan tentang ada

atau tidak adanya hubungan paham demokrasi dengan Islam. Dari kalangan

> M. Mahfudz M.D, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

“ Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, Cet. Ke-1, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm.
207.

> M. Mahfud M.D, Demokrasi dan Konstitusi, him. 18-30
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eksternal Islam, tidak sedikit yang menegaskan bahwa paham domokrasi tidak
ada dalam ajaran Islam. Hal ini, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh
Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama, kedua sarjana ini "secara
monolitis" berpendapat bahwa secara inherent Islam tidak sesuai dengan
demokrasi.® Sementara itu, di kalangan internal Islam, khususnya di kalangan
para intelektual dan pemikir politik Islam, juga telah terjadi perbedaan pendapat
dalam menanggapi isu kontemporer ini. Setidaknya, dalam wacana pemikiran
politik Islam, secara garis besar terdapat tiga grand pemikiran, yakni menolak
(kontra), menerima dan mengakomodasi.”

Di antara kelompok yang kontra terhadap isu-isu yang dilontarkan oleh

negara-negara Barat adalah Abu A’la al-Maududi® Hasan al-Banna, Rasyid

¢ Sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam; Pertauatan
Agama, Negara dan Demokrasi, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 108-109.

" Munawir Sjadzali, /slam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikirannya, cet. Ke-8,
(Jakarta: Ul Press, 1990), him. 1.

¥ Menurut al-Maududi konsep kedaulatan rakyat yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi
adalah berada di tangan rakyat, dimana rakyatlah yang menjadi-faktor penentu terhadap semua yang
berkaitan terhadap. organisasi. negara. Konsep.ini_tidak dikenal dalam ajaran Islam, Namun yang
dikenal dalam ajaran Islam adalah kedaulatan Tuhan, dimana pemilik kekuasaan tertinggi itu bukanlah
manusia (rakyat).akan tetapi milik Tuhan yang kemudian. diwakilkan kepada hamba-hambanya yang
ada di bumi ini (khdlifah fi al-ardl) untuk mengatur kehidupan di bumi dengan menerapkan hukum-
hukum Tuhan (Syari’at Islam). Berdasarkan konsepsi ini, bentuk pemerintahan yang ditawarkan oleh
al-Maudiidi adalah teokrasi. Akan tetapi, al-Maududi sendiri menolak bentuk teokrasi ini. Ia lebih
senang menamakan konsepsinya ini dengan istilah “Teo-Demokrasi”. Hal ini disebabkan karena al-
Maududi masih mengakui konscp demokrasi, dalam pengertian adanya kebebasan rakyat untuk
memilih pemimpin negara yang bertugas memelihara, menerapkan dan menjalankan hukum Tuhan di
negaranya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki manusia ini masih berada di bawah kekuasaan
Tuhan, Dari pemikiran yang ditawarkan oleh al-Maududi tersebut, nampak bahwa sistem
pemerintahan di dalam negara Islam adalah bersifat ilahi, karena itulah antara Islam dan negara tidak
dapat dipisahkan. Lihat Din Syamsuddin dkk., "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah
Pemikir Politik Islam,” dalam Din Syamsuddin, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di
Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, tt), hlm. 47 , Abu A'la al-Maududi, Hak Asasi Manusia
dalam Islam, alih bahasa A. Nashir Budiman, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 6 dan
Kamaruz Zaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis, Cet I,
Magelang: Indonesiatera , 2001, hlm. 101-102.
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Ridha, dan Sayyid Qutb’ Sedangkan diantara tokoh intelektual muslim yang
secara tegas menerima adalah Ali Abdur Raziq dan Toha Husein.'® Sedangkan
kelompok yang terakhir, yakni yang mengakomodir adalah Husein Haikal."!
Menanggapi masalah isu demokrasi yang dilontarkan oleh negara-negara
Barat ini, tokoh Islam liberal seperti Bahtiar Effendy memandang bahwa
demokrasi adalah sebuah istilah yang mempunyai makna berbeda-beda. Hal ini
untuk menegaskan bahwa konsep dan praktek demokrasi itu sesungguhnya
tidaklah tunggal. Unsur-unsur dasar (family resemblances) demokrasi itu sangat
dipengaruhi, dibentuk dan diperkaya oleh kultur dan struktur yang ada. Dengan
kata lain, konsep dan praktek demokrasi digerakkan oleh konstruk sosiologis dan

budaya masyatakat setempat. Sehingga dalam setiap negara manapun, nilai-nilai

® Munawir Sjadzali, /slam dan Tata Negara, hlm. 1. Dalam kesempatan yang berbeda, Ja’far
Umar Thalib menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang dirundung malapetaka demokrasi yang
sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat dan mengemukakan aspirasi di
depan umum. Padahal, dasar politik Islam adalah keimanan bahwa segala kekuasaan itu milik Allah.
Lihat Ja’far Umar Thalib, “Menyoal Demokrasi” Salafy, Edisi XXX, (th.1999), him. 3.

1 Menurut kelompok. ini, Islam mempunyai kesamaan dengan agama-agama di barat yang
tidak mengatur persoalan kenegaraan sama sekali. Oleh karena itulah, Islam tidak mempunyai sistem
kenegaraan.. Lihat' /bid, hlm. 1-2, "~ Lebih lanjut Abdur Raziq menyatakan bahwa Islam tidak
mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan (baca: negara), termasuk sistem khilafah.
Sebab istilah ini tidak dikenal sama sekali, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. ia menambahkan
bahwa Islam tidak menempatkan suatu rezim pemerintahan tertentu dan tidak pula mendesakkan umat
Islam untuk memilih sistem pemerintahan (khilafah). Islam telah memberikan kebebasan secara
mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, budaya, dan
ekonomi serta dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Atas dasar
inilah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam mencontoh sistem pemerintahan
di negara-negara barat yang sudah terbukti kebaikannya, terutama mengenai konsep demokrasi seperti
di negara-negara Eropa dan Amerika. Lihat Ali Abd ar-Raziq, Islam Dasar-Dasar Pemerintahan,
Kajian Khilafah, dan Pemerintahan dalam Islam, alih bahasa: M. Zaid Su'di, cet. Ke-1 (Jogjakarta:
Jendela, 2002), hlm. 42.

" Mcnurut kelompok ini Islam hanya memberikan tata nilainya saja sedangkan realisasinya

tergantung ijtihad masing-masing kaum muslimin, Lihat Ali Abd ar-Raziq, Islam Dasar-Dasar
Pemerintahan, hlm, 2
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demokrasi akan berkembang sesuai dengan konstruk sosial budaya

masya.rakatnya.12
Pandangan yang dilontarkan Bahtiar Effendy tersebut di atas sebagai
bentuk respon terhadap fenomena demokrasi yang dilontarkan oleh negara Barat,
yang kebanyakan diantara mereka meletakkan secara dikotomis dengan Islam.
Hal ini secara jelas dapat dilihat dari banyaknya pandangan para intelektual Barat
yang menganggap bahwa Islam secara inherent tidaklah sesuai dengan
demokrasi. Bahkan, oleh sementara pihak, Islam dipandang sebagai ancaman
besar terhadap ide-ide liberalisasi yang merupakan inti dari demokrasi itu sendiri.
Seperti, yang dikemukakan oleh Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin
Lipset, mereka berpendapat bahwa kebanyakan negara-negara Islam tidak dapat
diharapkan untuk melakukan proses transisi ke demokrasi. Oleh karena itulah,
menurut mereka, memasukkan sebagian besar dunia Islam dalam proyek
demokrasi tidaklah menguntungkan, baik dilihat dari segi diskursus demokrasi
itu sendiri, maupun dari segi penggunaan dana penelitian.'®
Sementara alasan diangkatnya pemikiran Bahtiar Effendy dalam karya ilmiah
ini adalah pertama, Bahtiar Effendy adalah seorang tokoh intelektual muslim
liberal yang/ secara tegas’ menerima demokrasi dan sangat setuju bahwa
demokrasi adalah solusi terbaik yang memungkinkan terwujud dan terbentuknya
negara yang dapat menjamin kesejahteraan publik. Di samping itu demokrasi
masih diyakini sebagai sistem politik yang menjanjikan terbentuknya kehidupan

" Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi,
(Jogjakarta: Galang Press, 2001), hlm. 104-105.

B Ibid., hlm. 103
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yang lebih stabil, serta adanya kebebasan, persamaan, keteraturan pemerintah,
kemajuan dan perlindungan hak-hak individu yang pada zaman modern seperti
sekarang ini berkembang menjadi kebutuhan semua orang. Kedua, pandangan
Bahtiar Effendy juga masih mempengaruhi pemikiran tentang demokrasi dalam
Islam khususnya di Indonesia sampai saat ini. Kedua alasan inilah yang

menyebabkan karya ilmiah ini dilakukan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, ada dua
pokok masalah yang akan dijawab dan menjadi sasaran studi dalam penelitian
ini, yakni;

1. Bagaimanakah corak pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi ?

2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Bahtiar Effendy terhadap sistem

ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan dan"'Manfaat

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini-adalah sebagai berikut :
a. Untuk “mendeskripsikan “secara ‘lebih” ‘mendalam" mengenai corak
pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi.
b. Menjelaskan relevansi pemikiran Bahtiar Effendy terhadap sistem

ketatanegaraan Indonesia.
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2. Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
‘a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran politik Islam
(Figh Siyasah) yang membicarakan tentang demokrasi.
b. Memperkaya wawasan keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan

pemikiran tokoh politik.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian yang secara komprehensif terhadap pemikiran Bahtiar
Effendy mengenai demokrasi secara mendalam masih belum dilakukan oleh
kebanyakan orang terutama di kalangan para sarjana (intelekual), pemikir dan
politisi Islam. Kalaupun ada, pandangan-pandangan beliau mengenai demokrasi
pada umumnya masih dituangkan ~secara sepotong-potong dan tidak
komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya ilmiah, buku dan karya-
karya ilmiah lain yang telah ditulis oleh kebanyakan orang.

Khamami Zada, dalam bukunya yang berjudul Islam Radikal; Pergulatan
Ormas-Ormas* Islam' Garis.'Keras._ di_Indonesia, “banyak’ mengutip beberapa
pendapat atau pemikiran yang dilontarkan oleh Bahtiar Effendy. Akan tetapi,
dalam kenteks = {ni, ia’ hanya menitik = beratkan/ atau memfokuskan
pembahasannya pada pergulatan Islam dalam kancah politik nasional, khususnya
pada hubungan antara Islam dengan negara (pemerintah), yang menurutnya Islam
(politik) telah mengalami pasang surut, baik pada masa pemerintahan Orde
Lama, yang dikomandani oleh Soekarno, maupun pada masa pemerintahan Orde

Baru, yang dikomandani oleh Soeharto. Pergesekan keras yang terjadi antara
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Islam (politik) dengan negara (pemerintah), terutama dalam persoalan idiologi
membuahkan hasil yang tidak menguntungkan bagi golongan Islam (politik),
hal ini terbukti dengan banyaknya sikap represif negara terhadap golongan Islam
(politik) yang tercermin dalam kebijakan-kebijakannya yang sangat merugikan
dan meminggirkan Islam. Kondisi inilah yang mendorong kaum intelektual baru
Islam untuk merubah pola pergerakannya dengan menempuh strategi kultural
yang dapat melahirkan wacana politik Islam yang inklusif dan substansialistik.
Jalan inilah yang digunakan oleh golongan Islam (politik) untuk
mengharmoniskan kembali hubungan antara Islam dengan negara (pemerintah).]4

Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya yang berjudul Figh
Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, hanya
membahas secara sekilas pemikiran Bahtiar Effendy, itupun tentang masalah
hubungan antara Islam dan negara, bukan masalah demokrasi. Dalam buku
tersebut dikemukakan bahwa tertampungnya kepentingan umat Islam ke dalam
kebijakan negara adalah sebagai bentuk akomodasi terhadap Islam setelah
sekian lama \\dipinggitkan' dalam struktur | / keénegaraan. Lebih lanjut, ia
menegaskan bahwa pengakomodasian_ kepentingan umat Islam dalam beberapa
kebijakan /negara gmerupakan/ cara/"lihai" pemerintah| untuk melunakkan
pergerakan Islam yang semakin keras. Dengan demikian, umat Islam akan

menyangka, bahwa pemerintah telah berbaik hati kepada umat Islam dan

14 Khamidi Zada, Islam Redikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia,
cet. Ke-1, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 7-8.
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perjuangan umat Islam telah berhasil dengan masuk dan diizinkannya beberapa
kepentingan teologis umat Islam."®

Junaidi Idrus dalam bukunya Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid:
Membangun Visi dan Misi Baru Islam di Indonesia (2004) juga menulis tentang
pemikiran Bahtiar Effendy, akan tetapi dalam buku ini yang menjadi titik fokus
adalah tentang Islam dan negara bukan mengenai masalah tentang demokrasi. te

Sementara, M. Yudhie R. Haryono dengan judul buku Bahasa Politik al-
Qur’an “Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks” juga membahas
pemikiran Bahtiar Effendy. Akan tetapi karya tersebut hanya mengkaji tentang
wacana Civil Society saja bukan masalah tentang demokrasi."”

Demikianlah karya-karya yang relevan dengan studi ini. Di samping
karya tersebut ada juga yang mencoba menelaah pemikiran tokoh yang diteliti.
Misalnya, Arief R. Arofah dan Khamami Zada, Diskursus Politik Islam (2004)'
Umaruddin  Masdar “Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang
Demokrasi”.'” Namun demikian, kajian-kajian ini belum menyentuh apa yang
akan diteliti dalam karya ini yaitu pemikiran Bahtiar Effendy tentang Demokrasi.
Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui pemikiran Bahtiar Effendy mengenai

15 Marzuki Wahid dan Rumadi, F. igh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia, cet. Ke-1, (Jogjakarta: LKiS, 2001), him. 20-21.

16 Junaidi Idrus, Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid : Membangun Visi dan Misi Baru
Islam Indonesia, (Yogyakarta: Logung, 2004).

7 Haryono, M. Yudhie R., Bahasa Politik Al-Qur’an : Mencurigai Makna Tersembunyi
Dibalik Teks, (Bekasi: Gugus Press, 2002).

'8 Khamami Zada dan Arif R. Arofah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta: LSIP dan Yayasan
TIFA, 2004).

¥ Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
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demokrasi secara lebih mendalam perlu diadakan penelitian secara luas dan
mendalam terhadap pandangan-pandangan beliau mengenai demokrasi dalam

kapasitasnya sebagai pemikir politik Islam dan juga Cendikiawan Muslim.

E. Kerangka Teoretik

Agama dan politik (negara) hingga saat ini masih menjadi sebuah
polemik yang tak kunjung henti dalam diskursus politik Islam. Walaupun
sebenarnya ada semacam keyakinan bersama diantara para pemikir politik Islam,
bahwa Islam sebagai ajaran yang sempurna mesti meliputi seluruh aspek
kehidupan manusia tidak terkecuali masalah-masalah tentang politik.?’

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (as-Siyasah  ad-Dunya ) adalah mewujudkan
kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (a/-maslahah al-
‘ammah), tujuan. substansif-universal disyari’atkannya hukum-hukum agama
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.”’ baik di dunia maupun di
akherat.

Kemaslahatan itu paling utama ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar
kemanusiaan yang meliputiy 1./hak dan kebebasan beragama (k4ifz al-din). 2.

keselamatan fisik atau jiwa (4ifz al-nafs). 3. keselamatan keluarga atau keturunan

2 Widyastini, Unsur Filsafat Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1991), him. 18.

2 Abd. Al-Wahhab al-Khallaf “Ilmu Usul al-Figh” cet. II, (Kairo: Dar al-Qalam 1977), hlm.
354-355.
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(hifz al-nasl). 4. keselamatan harta benda (hi£z al-mal) dan keselamatan akal atau
kebebasan berpikir (kifz al-aql).”

Pada hakekatnya, yang paling tahu tentang sesuatu itu baik (mas/ahal)
atau jelek bagi seseorang atau masyarakat adalah orang atau masyarakat itu
sendiri. Karenanya, sebagai makhluk yang bebas, bermartabat dan berdaulat,
manusia itu diberi wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai
dengan kepentingan atau kebaikan masing-masing. Sedangkan wahyu atau nas
berfungsi sebagai inspirasi teologis atau patokan-patokan fundamental bagi
preferensi bijaksana bersama.

Karena itu menurut As-Salami, yang baik (mas/ahah) dan yang buruk
(mafsadah) bagi kehidupan manusia di dunia diketahui dan ditemukan oleh akal
manusia sendiri. Sedangkan yang baik dan yang buruk untuk kehidupan akherat
hanya bisa diketahui dengan wahyu (nas)” Dalam konteks ini menurut Ali
Yafie, ruang lingkup penerapan maslahah adalah bidang hubungan kemanusiaan
(muamalah), dan tidak menjangkau hubungan transedental manusia dengan
ibadah.”*

Dalam teori al-Siyvasah al-Syar’iyyah, demokrasi sebagai sistem politik
yang menempatkan kedaulatan rakyat/ sebagai = senfrum utama sistem

pengambilan keputusan publik suatu negara, ini merupakan sebuah sistem yang

22 Fathur Rahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, cet 111, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),
him. 123-130.

# Abi Muhammad Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin “Abd al-Salam al-Salami, Qawa’id al-
Ahkam Fi Masalilh al-Anam. (Kairo: Dar as-Sarq Li at-Tiba’ah, 1969), I. 5-8

** Ali Yafie, “Konsep-konsep Istihsan dan Maslahah al-Ammah”, dalam Budhy Munawar-

Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet. 11 (Jakarta Paramadina, 1995), hlm.
366.
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melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk
mewujudkan kemaslahatan publik,?® seperti yang dicita-citakan dan diidealkan
oleh Islam

Kata-kata demokrasi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal
dari kata demos yang berarti people atau rakyat dan craftos yang berarti authority
or rule yang berarti pemerintahan oleh rakyat (rule or authority by the people) *
Dari istilah ini, secara etimologi demokrasi dapat diartikan dengan sistem
(kekuasaan) di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat,27 dan juga
dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ada pada tangan rakyat.28

Sedangkan demokrasi secara luas atau dari sisi terminologi adalah bentuk
pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi, sumber kekuasaan tertinggi
adalah kekuasaan rakyat yang terhimpun melalui suatu Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR),” dalam konteks ke-Indonesiaan menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif,
masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah pembela demokrasi, meski
demikian ia mengaku masih ada sebagian kelompok kecil umat Islam yang

kurang apresiatif terhadap demokrasi.*

2 Umaruddin-Masdar, Membaca Pikiran Gus/Dur dan' Amin Rais., him. 14.
% M. Alfatih Surya Dilaga, “Islam dan Demokrasi,” hlm. 55.

2’ M. Mashur Amin dan Muhammad Najib, Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial,
(Yogyakarta: LKPSM, 1993), him. 3.

8 A.S. Homby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Edisi IV, (Oxford: Oxford
University Press, 1998), him. 800.

» Yan Pranodya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 295,

WA, Syafi’i Ma’arif, “Islam dan Konstitualisme: Pengalaman Indonesia”, (Prisma, no.
Ekstra, Th. XIII, 1984), him. 112.
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Sementara itu, Sobirin Marlian mendefinisikan demokrasi sebagai
pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan
dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di
bawah sistem pemilihan umum bebas.>! Masih dalam kerangka ini, Abraham
Lincoln pernah mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang
berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people by the
people and for the people).®* Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas
maka yang dimaksud dengan negara demokarsi adalah negara yang
diselenggrakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau
dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan
oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di
tangan rakyat.33

Dari beberapa pengertian demokrasi di atas, terlihat dengan jelas, bahwa
sistem demokrasi sangat memberikan kebebasan kepada rakyat dalam rangka
penyelenggaraan  politik kenegaraannya. Sebab, merekalah yang mempunyai
kekuasaan -tertinggi (kedaulatan).Peranan ymereka ctentunya jauh dari unsur
pemaksaan ataudiskriminasi dari pihak lain, karena demokrasi tidak memberikan

tempat sedikitpun terhadap pemaksaan kehendak; apalagi pemerkosaan terhadap

*! Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, cet. Ke-1,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), him, 44.

32 Ibid.

* Mahfud MD., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan, cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.
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hak-hak rakyat. Pernyataan semacam ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh

Mahfud MD
Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang
menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk
menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu,
hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu
memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional
implikasinya di berbagai negara tidaklah selalu sama, demokrasi sebagai
dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat
memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena
kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.**

Sementara itu, kajian mengenai Islam dan demokrasi banyak sekali
dibahas oleh para pemikir (intelektual), terutama kalangan Barat. Akan tetapi,
kebanyakan dari mereka tidak memasukkan gagasan-gagasan yang timbul dari
para pemikir dunia Timur, yang nota bene adalah dunia Islam. Sebagai alasan
tidak dikaitkannya Islam dengan demokrasi adalah karena Islam dianggap tidak
sesuai dengan ajaran demokrasi. Bahkan Islam dipandang sebagai ancaman besar
terhadap ide-ide liberalisasi yang merupakan inti dari demokrasi itu sendiri.>

Pandangan yang memojokkan Islam tersebut mendorong kalangan
pemikir_lainnya, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari kalangan luar
untuk’ memberikan tanggapan ‘terhadap “pandangan miring tersebut. Bahtiar
Effendy menyatakan bahwa, pendapat.yang sangat memojokkan Islam tersebut
terbentuk karena adanya pandangan yang sangat monolitis sekali terhadap Islam.

Sebab yang hanya dijadikan rujukan oleh mereka adalah kegiatan sementara

aktivis muslim yang militan dan radikal, khususnya yang berada di Timur

3 Ibid,

35 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam, him. 108.
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Tengah. Pendapat yang miring itu juga berasal dari dangkalnya pemahaman
mereka terhadap sifat dan esensi Islam, baik dari sisi ide (yang termuat dalam Al-
Qur’an dan al-Hadis), maupun dari sisi historis (sebagaimana yang tercermin
dalam pengalaman kesejahteraan umat Islam).>¢

Dalam konteks ini, Abbas Mahmud Aqqad, menegaskan bahwa ada
beberapa asas demokrasi yang bekembang dalam dunia perpolitikan Islam. Asas-
asas tersebut berpijak pada al-Qur’an, al-Hadis dan praktek kenegaraan yang
berkembang di masa Rasulullah SAW. serta di masa para sahabat (al-khulafa’ ar-
rasyidun). Asas-asas demokrasi tersebut adalah tanggung jawab individu,
persamaan manusia dan hak-haknya, musyawarah dan solidaritas sosial.”’
Sementara itu, kuntowijoyo, menyatakan bahwa ada enam substansi demokrasi
yang terkandung dalam sumber ajaran Islam (al-Qur’an), yakni ta’aruf (saling
kenal), syura (musyawarah), fa'awun (kerjasama/koperasi), maslahah
(kemaslahatan umum), ad/ (keadilan), dan ragyir (perubahan/dinamis).>® Dalam
konteks yang sama, Dihauddin Rais‘'menegaskan, bahwa jika yang dimaksud
dengan demokrasi seperti apa yang telah dikemukakan oleh Abraham Lincoln,
yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk ‘kepentingan rakyat, atau
elemen-elemen tertentu yang /sering dikaitkam dengan' demokrasi, seperti
persamaan hak di muka hukum (undang-undang), kebebasan memeluk atau

memilih agama atau kepercayaan, mewujudkan keadian sosial, jaminan atas

3 Ibid., him. 109.

37 Abbas Mahmud al-Aqqad, Dimugratiyyah f7 al-Islam, ( Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-
Asruya, tt), him, 29-31.

¥ Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-
104.
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hak-hak tertentu, misalnya hak hidup, hak kebebasan, hak bekerja dan lain-
lainnya, maka semuanya ini, tidak dapat diragukan lagi, sangat dijamin dan
merupakan ajaran Islam yang utama.”

Lebih lanjut, Jamaludin al-Afghani dengan tegas menyatakan, bahwa
model pemerintahan demokrasi sesuai dengan Islam, sebab dengan model ini
kebebasan berpendapat terjamin dan pemerintahan yang absolut tidak diakui.
Lain halnya dengan model otokrasi, dimana kebebasan berpendapat tidak
terjamin dan pemerintahannya cenderung bersifat absolut. Sebagai indikasi kuat
bahwa demokrasi menjadi alternatif utama, menurut Afgani, sebagaimana
dikutip oleh J. Suyuti Pulungan, bagi model pemerintahan di era modemn ini
adalah adanya keharusan bagi pemerintah mengadakan musyawarah (syura)
dengan rakyatnya sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu.*® Hal ini
sesuai dengan ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an, dimana Allah
memerintahkan hamba-hambanya agar selalu bermusyawarah dalam

menyelesaikan berbagai urusan.

S TS T JE LIS RIS JELENEEREETSE WY (3 sy .

3% M. Dihauddin Ra'is, Teori Politik Islam, alih bahasa: Abd. Hayyi al-Khattani, dkk. Cet.
Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him, 307

40 3. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. Ke-4 (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 284-285. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemerintahan
otokrasi tidak sesuai dengan Islam karena itulah harus diganti dengan model demokrasi yang
menjunjung tinggi hak-hak setiap rakyat. Menurutnya, pemerintahan yang demokratis menghendaki
adanya sebuah lembaga yang mewakili rakyat (DPR/MPR) yang bertugas memberikan usul atau
pendapat kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan negara. Lembaga ini sangat penting
karena dapat menghindari munculnya pemerintahan yang absolut. Lihat /bid, him. 286-287.

1 Ali Imran (3): 159.
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Tanggapan senada juga dilontarkan oleh pemikir Barat sendiri, seperti
Robert N. Bellah dan Emnest Gelner. Dalam kesimpulannya (dari penelitian yang
dilakukan terhadap praktik politik kenegaraan awal Islam), Gelner menyatakan
bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar (Family Resemblance)
dengan demokrasi. Pendapat senada juga dinyatakan oleh Robert N. Bellah
sebagaimana dikutip Abdul Majid, ia menyatakan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad di Madinah itu bersifat
egaliter dan partisipatif. Bahkan lebih dalam ia menyatakan bahwa Nabi
Muhammad sudah terlalu modern untuk ukuran zamannya.*’ Adapun unsur-unsur
dasar demokrasi yang dimaksud oleh Ernest Gelner dan Robert N. Bellah
sebagaimana di atas adalah doktrin Islam tentang keadilan (al- ‘ada/ah), egalitarian
(al-Musawah), dan musyawarah (asy-syurd), di mana ketiga unsur tersebut telah
direalisasikan secara sempurna dalam praktek kenegaraan awal Islam.*

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para pemikir tersebut di atas
mengindikasikan = bahwa_~Tslam _ dan ~demokrasi ‘sebenarnya tidak saling
bertentangan namun sebaliknya keduanya saling berkesesuaian. Hal ini didasarkan
pada bukti-bukti yang ada, baik dari bukti teks yang tercantum dalam al-Qur’an

dan al-Hadis maupun dari bukti historis yang tercermin dalam sejarah praktek

2 Asy-Syura (42): 38
4 Bantiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam., him. 128.

# Sebagaimana dikutip oleh Abd. Majid, “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Islam”,
asy-Syir'ah, vol. 36 (No. 1, th. 2002), him. 9
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politik kenegaraan awal Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota
Madinah. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Masykuri Abdillah,
ia menegaskan bahwa secara teologis penerimaan para intelektual Islam terhadap
demokrasi didasarkan pada sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan al- Hadis),
sedangkan secara historis didasarkan pada praktek politik kenegaraan yang telah
diaktualisasikan secara sempurna pada masa awal Islam, baik pada masa
Rasulullah SAW, maupun pada masa sahabat (a/-khulaf3’ ar-rasyidin).*®

Dalam al-Qur’an, banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan masalah-
masalah yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, seperti prinsip keadilan (al-
‘adalah), prinsip egalitarian (al-musawah), prinsip musyawarah (asy-syurd) dan
prinsip-prinsip yang lain. Dalam penyampaian prinsip-prinsip tersebut adakalanya
disampaikan dalam pernyataan yang jelas, namun adakalanya disampaikan dengan
terminologi lain yang sifatnya berlawanan, seperti pernyataan al-Qur’an terhadap
larangan melakukan kedzaliman (tirani) yang merupakan lawan dari keadilan.*®

Sedangkan dari sisi historis, sudah tercermin dalam praktek politik
kenegaraan awal Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama umat Islam
ketika berada di Madinah. Dalam segala aspek kehidupan (sosial, politik, ekonomi
dan lain-lain) prinsip keadilan; prinsip persamaan; prinsip musyawarah dan prinsip

yang lainnya sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad dan umat Islam waktu

* Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim
Indonesia terhadap konsep Demokrasi (1966-1993), (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1999), him. 171.

% M. Fu’ad Abdul Bagi, al-Mu‘jam al-Mufahras li al-faz al-Qur’an al-Karim, Beirut: Dar al-
Thya’ al-Turats al-‘Arabi, 1945.
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itu, terutama ketika berhubungan dengan komunitas agama lain, seperti Yahudi
dan Nasrani.

Berdasar bukti sejarah itulah, Robert N. Bellah dan Ermest Gelner
memberikan kesimpulan bahwa praktek politik kenegaraan yang tercermin pada
awal Islam (yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam) dengan
komitmen, keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas politik
Madinah (umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani) sangat menonjol sudah bisa
dikatakan sebagai perwujudan negara modern.*’

Sifat modern juga terlihat pada struktur politik yang dikembangkan oleh
Nabi Muhammad, pada waktu itu Nabi Muhammad berhasil menerapkan sikap
keterbukaan (transparansi) ketika melakukan penentuan posisi pimpinan yang
didasarkan pada sikap meritokrasi dan tidak bersifat hereditary.”® Bentuk praktek
politik kenegaraan modern yang seperti itulah yang dipandang sebanding dengan
kehidupan politik. demokratis.

Dati pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Islam mengandung ajaran-
ajaran dasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Oleh karena
itulah, tidaklah benar jika dikatakan bahwa Islam-saling bertentangan dengan
paham demokrasi. Akan tetapi, perlu disadati bahwa tidak /semua prinsip-prinsip

demokrasi yang ditawarkan oleh Barat sejalan dengan ajaran Islam. Dalam artian,

bahwa keduanya dalam hal tertentu memiliki persamaan dan dalam hal yang lain

47 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam, hlm. 129.

“8 Robert N. Bellah, Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-Tradisionalist World,
Berkeley: University of California Press, 1991, him. 150-151.
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° Dan dari beberapa asumsi tersebut di atas, diantara

memiliki perbedaan.*
pemikiran politik Islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat kerangka
pikir yang menempatkan Islam sebagai etika moral dalam menetapkan landasan
kepolitikan dalam suatu negara, yang tidak terikat secara kaku dengan model

pengetatan terhadap syariat dengan mendirikan kekhalifahan dunia atau negara

Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Yang dimaksud
dengan penelitian pustaka adalah penelitian yang bahan kepustakaan dijadikan
sebagai sumber utama. Di dalam pengumpulan data tidak digunakan metode
khusus. Hanya saja diupayakan agar data yang berkaitan dengan penelitian ini
dapat dikumpulkan selengkap mungkin.

2. Sifat Penelitian
Dalam kajian ini jika ditinjau/dati sifatnya adalah deskriptif-analitis. Penentuan
sifat deskriptif-analitis ini.didasarkan-pada dua alasan, yaitu: penelitian ini akan
berusaha menggambarkan tentang pemikiran Bahtiar Effendy. Setelah diketahui
gambaran mengenai pemikiran Bahtiar Effendy, penelitian ini akan berusaha

menganalisis, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam.

% M. Alfatih Surya Dilaga, “Islam dan Demokrasi.,” asy-Syir'ah, him. 64
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3. Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, oleh karena itu pengumpulan data
dilakukan dengan menjelajahi buku-buku, jurnal, majalah dan tulisan-tulisan
yang ditulis oleh Bahtiar Effendy dengan sumber primer Teologi Baru Politik
Islam: Pertautan Agama Negara dan Demokrasi, Masyarakat Agama dan
Pluralisme Keagamaan, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan
Praktik Politik Islam di Indonesia, Repolotisasi Islam: Pernahkah Islam
Berhenti Berpolitik, Islam, Demokrasi dan HAM: dalam Pergaulan Pesantren
& Demokrasi Selain itu buku-buku yang lain juga diperlukan sebagai data
sekunder guna mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.
4. Pendekatan

_Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis dan Figh
Siyasah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosio-historis, adalah suatu
pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah sebagai hasil
interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang
mengitarinya, Dengan. demikian pengaruh sosial politik terhadap pemikiran
Bahtiar Effendy juga ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi
pemikiran beliau pada perkembangan pemikiran kontemporer. Selain itu,
sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam dan demokrasi serta
konteks sosial politik yang mempengaruhi perkembangan itu sehingga muncul
beberapa karakteristik yang dominan. Sedangkan pendekatan Figh Siyasah
dimaksudkan sebagai pendekatan dengan menggunakan kaidah Figh Siyasah

Untuk menguji relevansi pemikiran Bahtiar Effendy dengan kaidah Figh
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Siyasah. Pemikiran Bahtiar Effendy akan dideduksikan dalam rangka kaidah
Figh Siyasah menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan

keputusan publik.

5. Analisis Data
Jika data telah terkumpul, maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif. Deduksi merupakan
langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat
khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi
yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menfsirkan) melainkan
bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.
Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan Bahtiar Effendy terlebih dahulu,

lalu dicari metode pendekatan dan subtansi pemikirannya’

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika " dalam /penulisan skripsi ini- terdiri’ dari lima Bab. Bab
pertama, berisi selayang pandang mengenai penelitian ini, Diantaranya, latar
belakang masalahy pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka
teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian Bab kedua
mengeksplorasi sejarah perkembangan serta pengertian demokrasi, prinsi-prinsip

demokrasi serta Islam dan demokrasi. Selanjutnya bab ketiga, dalam bab ini akan

%0 Sudarto, Metodologi Buku Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-
43,
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membahas mengenai sketsa biografi Bahtiar Effendy. Pada bab ini yang akan
dibahas adalah: masalah setting kehidupan Bahtiar Effendy, yang meliputi latar
belakang kehidupan keluarga dan sosial, latar belakang pendidikan dan karya-
karyanya beliau yang dituangkan dalam beberapa tulisan (buku). Sub bab
berikutnya akan membahas masalah kiprahnya dalam berbagai bidang, terutama
dalam bidang organisasi dan politik. Kemudian sub bab yang terakhir akan
membahas pemikiran Bahtiar Effendy tentang demokrasi.

Selanjutnya bab keempat, bab ini merupakan analisis dari karya ilmiah
ini. Dalam bab ini akan membahas masalah corak pemikiran Bahtiar Effendy
tentang demokrasi, khususnya demokrasi dalam Islam. Kemudian dilanjutkan
pembahasan masalah relevansi pemikiran Bahtiar Effendy dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bab kelima adalah penutup dari karya
ilmiah ini. Dalam bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan yang dihasilkan
dari penelitian yang dilakukan terhadap pemikiran Bahtiar Effendy mengenai

demokrasi, selain itu juga dilengkapi saran-saran dan lampiran-lampiran.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang pemikiran Bahtiar Effendy
tentang demokrasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dr. Bahtiar Effendy adalah seorang tokoh Intelektual Muslim kontemporer
yang muncul dengan sikap-sikapnya yang kritis terhadap kekuasaan dan
kesewenag-wenangan. Dengan corak pemikirannya yang realisme dan
rasionalisme, yaitu dengan sebuah upaya melihat segala sesuatu sebagaimana
adanya dan fakta-fakta apa adanya serta penggunaan akal sebagai sumber
pengetahuan, Bahtiar Effendy sangat setuju bahwa demokrasi itu sebagai
suatu sistem yang final dan dinamis. Karena dalam pandangannya, negara
hanya bisa berjalan dengan stabil apabila negara tersebut menggunakan
sistem demokrasi, sebab di samping adanya kemiripan antara nilai-nilai dasar
Islam “dengan demokrasi, kemudian ' demokrasi: juga mengandung prinsip-
prinsip  'kemanusiaan yang dicita-citakan oleh ‘Islam - seperti prinsip
musyawarah, kebebasan,/ persamaan dan keadilan, Dengan demikian wajar
bila pemikiran Bahtiar Effendy menyadarkan pada prinsip maslahah dan
tauhid sebagai moral etik dalam membangun sistem politik yang modern,
serta dalam prinsip ini pembentukan negara yang adil, jauh dari kesewenang-

wenangan dan egaliter adalah suatu cita-cita yang harus diwujudkan.
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Sedangkan tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui sistem negara
demokrasi

2. Pemikiran Bahtiar Effendy telah memberikan kontribusi yang cukup
signifikan bagi diskursus intelektual di Indonesia secara umum. Ia telah
merumuskan hubungan Islam dan negara (demokrasi) yang lebih ideal,
relevansi pemikiran Bahtiar Effendy sangatlah tampak dan nyata serta
rasional dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya
musyawarah dalam membuat kesepakatan atas pemecahan-pemecahan
masalah merupakan sebuah prinsip demokrasi di Indonesia. Saling dialog
atau musyawarah menurut Bahtiar Effendy berarti secara akal sehat (rasional)
berarti terjamin adanya kebebasan berpendapat dan kritik dengan saling
tolereansi dan mempertahankan hak individu dalam kerangka saling percaya
mempercayai. Dengan demikian pemikirannya telah memberikan warna baru
di kalangan intelektual muda Indonesia untuk lebih serius menggagas dan
memperjuangkan demokrasi. Terutama kesadaran akan pentingnya demokrasi
untuk ¢ mewujudkan. tatanan | masyarakat | yang <jauh'/dari kesewenang-

wenangan, egaliterianisme sertaimenjamin kemaslahatan umum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang berkenaan dengan ini :
1. Untuk para intelektual terutama kalangan muda untuk lebih proaktif dan
serius menggali pemikiran-pemikiran tokoh Islam, agar dapat memperkaya

khazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh dan
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kelompoknya, sehingga tidak memberi ruang konflik yang membodohkan.
Tetapi, lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga
sikap mengklaim diri paling benar dapat terhindarkan.

2. Dengan pendekatan moral etik al-Qur’an dan al-Sunnah bagi landasan
perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku untuk
menjadikan tradisi yang stagnan dalam rangka membangun cita-cita Islam
yang mengajarkan cita-cita luhur kemanusiaan universal. Oleh karena itu,
kajian tentang politik Islam harus digiatkan lagi, sebab selama ini, literatur
yang berkaitan dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah
politik umat Islam yang genuine di zaman modern masih sangat minim.

3. Menguatnya arus besar politik Islam setelah reformasi, dengan
penampilannya yang muilti-wajah diharapkan para politisi Islam dapat
mengedepankan politik populis, yaitu berpolitik yang dapat menghargai
perbedaan pandangan dan agenda politik masing-masing tanpa harus saling
menjatuhkan dan memfitnah. Bagi masyarakat sub politik, partisipasi dalam
menentukan proses’ politik merupakan bagian dari penguatan terhadap posisi
masyarakat' sipil. Kendati demikian, koridor demokrasi’ hendaklah tetap

diperhatikan.
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DAFTAR TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)
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41 16
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27 39
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29 40
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TERJEMAHAN
Dan bermusyawarahlah kamu sekalian dengan
mereka dalam segala urusan. Apabila kamu telah
membulatkan tekad maka bertawakkalah kepada
Allah. Karena sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.

-- sda—bab I hlm. 17 Foot note 42

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah <~ mereka menjauhkan diri  dari
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan
itu

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan; tamanat  tkepada yang berhak
menerimanya, dan_ (menyuruh kamu) apabila
menéetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu™menetapkan dengan“adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim,
kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,
hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu
berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil
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kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat

Dan tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.

Dan apabila kalian memberi hukuman diantara
manusia, maka hukumlah dengan seadil-adilnya.

Demi Allah apabila Fatimah binti Muhammad
mencuri, maka Mubhammad akan memotong
tangannya

Hai, -sekalian, ; manusia; , -bertaqwalah kepada
Tuhan-Mu” yang “telah ‘menciptakan kamu dari
seorang diri...

Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah
safu, dan sesungguhnya bapak kalian satu kalian
semua dari Adam dan Adam dari debu,
sesungguhnya yang paling mulia dihadapan Allah
adalah ketaqwaan kaliandan tidak ada bagi orang
Arab dan orang berkulit merah terhadap kulit
putih suatu keutamaan selain dengan ketaqwaan.

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah
beriman semua orang yang di muka bumi
seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)
memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-

I
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orang yang beriman semuanya.

Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya,

Setiap kamu semua adalah pemimpin dan setiap
kamu sekalian akan dimintai pertanggung
jawaban terhadap apa yang dipimpinnya.

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan

I
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Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri Tambakrejo Bulus Pesantren Kebumen lulus tahun 1994
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